PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.3/25/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom).

b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum
dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom).

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

10.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 20
Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Daerah;

11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025.
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026

12.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026.
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan;

13.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026.
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menunjuk nama-nama Pejabat tersebut dalam daftar
Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

d. menetapkan rancangan kontrak;

e. menetapkan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan kontrak;

j. menyimpan.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
. menilai kinerja Penyedia;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan
r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

[a—

2T 0B g

KETIGA Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom) bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna
Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila
mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya maka akan  dilakukan = pembetulan
sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
"HENGGAR BUDI ANGGORO
SALINAN :

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR (40 3/25/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA / NIP / JABATAN KEDUDUKAN KEGIATAN
2 3 4
HENGGAR BUDI HANGGORO, S.T., M.T. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NIP. 19710914 199703 1 006 I. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan II. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Ruang Provinsi Jawa Tengah III. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

IV. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

V. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

VI. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

VII. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
VII. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

WAHYUTORO SOETARNO, S.T., M.T Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
NIP. 19680720 199803 1 004 Bidang Bina Konstruksi I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
Kepala Bidang Bina Konstruksi DAERAH KABUPATEN/KOTA

II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI
II. KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN
DAERAH PROVINSI
III. KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No NAMA / NIP / JABATAN KEDUDUKAN KEGIATAN
1 2 3 4
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3 |TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM,MT Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
NIP. 19730106 199903 1 010 Bidang Bina Marga I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
Kepala Bidang Bina Marga
4 |ALI HUDA, S.T., M.T Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
NIP. 19740221 199903 1 006 Bidang Cipta Karya I. KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
Kepala Bidang Cipta Karya LINTAS KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
I. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
I. KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
I. KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
5 |AGUNG PRIHANTONO, ST, M.Tech. Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
NIP. 19680612 198811 1 002 Bidang Irigasi dan Air Baku I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku DAERAH KABUPATEN/KOTA
II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6 |ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST,M.Eng Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
NIP. 19760922 200501 1 012 Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 |KUSDWIYANTO, ST. M.Eng Pejabat Pembuat Komitmen PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NIP. 19760122 200501 1 004

Kepala Bidang Penataan Ruang

IWAN BUDIANTO, S.T., M.T.
NIP. 19740515 199803 1 011
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

Bidang Penataan Ruang

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang

I. KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI
II. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG

III. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

IV. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NAMA / NIP / JABATAN

KEDUDUKAN

KEGIATAN

2

3

4

10

11

12

Semarang

ANDI SETIAWAN, S.T., M.T.

NIP. 19780429 200903 1 005

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
Pati

ADI PRASETYA, ST
NIP. 19780414 200903 1 009
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

Purwodadi

AGUS APRIYANTO, S.T., M.T.

NIP. 19690425 199603 1 002

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
Surakarta

API DIANA PRASETIYAJI, ST, MT

NIP. 19751106 200604 1 002

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
Tegal

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NAMA / NIP / JABATAN

KEDUDUKAN

KEGIATAN

2

3

4

13

14

15

16

TEGUH IMAN PRIYANTO , S.Sos, M.Si
NIP. 19690919 199203 1 008

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
Cilacap

TEGUH DWI HARYANTO, ST,MT
NIP. 19760127 200112 1 002
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

Wonosobo

DEWA PUJI SANTOSA, ST

NIP. 19750212 200710 1 003

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
Magelang

HENDRA AGUSTIAN, ST
NIP. 19830801 200903 1 002
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemali Comal

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

II. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

III. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NAMA / NIP / JABATAN

KEDUDUKAN

KEGIATAN

2

3

4

17

18

19

FREDI NURCAHYA, S.T., M.T.
NIP. 19810309 200903 1 004
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Jratun Seluna

DEBBY TRIASMORO, ST,MM
NIP. 19730613 200501 1 011
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

AGUS PUJIYANTO, ST
NIP. 19790829 200903 1 003
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Serayu Bogowonto

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto

1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
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I. KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
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II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
20 |RITA AGUS SETYORINI, ST, MT Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NIP. 19790324 200604 2 029
Kepala Balai Pengujian Konstruksi dan

Pengelolaan Alat Berat

Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat
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II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
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